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Era digital dimana suatu kondisi saat ini yang di tandai dengan 
aktivitas informatika yang mempermudah masyarakat dengan hadirnya 
internet sebagai wadah  infromasi yang baru. 
Memiliki peran sekarang maupun di masa yang akan datang membawa 
kepentingan besar bagi Negara maupun,maka perkembangan teknologi 
yang sangat cepat ini  menjadikan hukum untuk beradaptasi dengan 
cepat terhadap perubahan pembuktian elektronik  tersebut sesuai asas 
hukum,pemanfaatannya juga di gunakan pada institusi ,pendidikan 
,pemerintahan ,perbankan,industri ekonomi dan sosial. 
Hasil penelitian ini menunjukan  bahwa belum adanya pengaturan 
yang valid terhadap bukti elektronik secara spesifik sebab masih 
banyak cara untuk mengubah sebuah data atau bukti yang akan di 
hadirkan dalam proses persidangan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 
referensi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua 
pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal. 















The digital era is characterized by informatics activities that make life easier for 
the community, with the internet serving as a new platform for information. 
Having a role now and in the future is extremely important to the state, so this 
rapid technological advancement forces the law to adapt swiftly to changes in 
electronic evidence in accordance with legal principles. 
 
Based on the results of this research , it is hoped that it will become a refrence and 
input for students,academics,practitoners,and all those in need in the Faculty of 
Law ,Pancasakti Tegal University. 
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. "Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah. Itu karena bergaul 
bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran". 
 
. "Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia 
akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Dan 
jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada 
apa-apanya” 
 
- Umar bin Khattab – 
 
“Jadilah manusia yang kuat akan keadaan bukan tentang menyalahkan tapi 
bagaimana caranya bersikap”  
“ 
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A. Latar Belakang  
Era digital dimana suatu kondisi saat ini yang di tandai dengan 
aktivitas informatika yang mempermudah masyarakat dengan 
hadirnya internet sebagai wadah  infromasi yang baru. 
Memiliki peran sekarang maupun di masa yang akan datang 
membawa kepentingan besar bagi Negara maupun,maka 
perkembangan teknologi yang sangat cepat ini  menjadikan hukum 
untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tersebut sesuai 
asas hukum,pemanfaatannya juga di gunakan pada institusi 
,pendidikan ,pemerintahan ,perbankan,industri ekonomi dan sosial. 
Teknologi menjadikan masyarakat dengan kebudayaan baru 
serta tidak lagi di batasi oleh batas Negara ,haadirnya internet 
dengan fasilitas yang mudah seperti e-mail, chatting video ,video 
teleconference dan situs website (www) telah memungkinkan 
komunikasi yang di lakukan secara global tidak mengenal batas. 
Dengan demikian permintaan hukum untuk dapat mengikuti 
perkembangan adapun dalam masyarakat yang di kenal dengan 
hukum telematika atau hukum siber (ciber law)yang di gunakan 






Dengan demikian permintaan hukum untuk dapat mengikuti 
perkembangan adapun dalam masyarakat yang di kenal dengan 
hukum telematika atau hukum siber (ciber law)yang di gunakan 
dalam istilah hukum terkait dengan teknologi elektronik dan 
informasi.1 
Kemajuan teknologi ini secara tidak di sadari telah menjadi sarana  
efektif yang akan menimbulkan perbuatan melawan 
hukum  ,Transaksi yang terjadi dengan subjek hukum atau para 
pihak yang tidak mengenal lalu membentuk perjanjian dagang 
tidak lagi mengandalkan kertas dengan fasilitas pengiriman lama 
tetapi dapat di lakukan dalam hitungan detik secara online  ini 
merupakan revolusi besar dalam dunia teknologi sehingga aktifitas 
ekonomi dalam perdagangan lebih mudah dan parktis yaitu 
transaksi secara Elektronik atau Elektonic commerce (e-commerce) 
Definisi e-commerce mempunyai konsep transaksi komersil via 
eletronik seperti reproduksi ,telex dan EDI( Elektronic Data 
Intercbange) ,Transksi elektronik merupakan bagian bagian dari 
perbuatan hukum yang mencakup kontrak di gital ,dokumen yang 
memiliki pedoman pada  hukum dalam hard disk atau floopy disk 
transaksi yang biasanya menggunakan paper documentdi gantikan 
dengan dokumen elektronik sebagai tanda bukti suatu transaksi. 
Menjadikan pengaruh terhadap perkembangan hukum maka 
                                                          





adanya pembentukan peraturan perundang – undangan yang di 
lakukan lebih efektiif sesuai dengan kepentingan yang ada pada  
masyarakat ,demikian pula dengan terhadap penyelesaian sengketa 
secara perdata. Berpengaruh dalam penyelesaian dan sistem 
pembuktian secara perdata di pengadilan sebab acara pembuktian 
merupakan suatu hak penggugat untuk mengajukan pengadilan 
oleh karena itu esensi dari tahap pembuktian akan terungkap 
faktanya sesuai dengan putusan serta untuk menyatakan bahwa 
pihak menang ataupun kalah dengan menanggung akibat yang 
tidak cukup kebenarannya dalam hukum perdata..2 
Maka adanya pembaharuan hukum acara atau hukum formil 
dengan fungsi untuk menerapkan hukum materiil ke dalam 
peristiwa konkrit yang terjadi di masyarakat. Mengingat semakin 
pesatnyapembaharuan hukum materiil dengan banyaknya peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk secara parsial sesuai dengan 
kebutuhan hukum masyarakat. Peraturan perundang-undangan 
yang baru juga di bentuk seiring dengan pengaturan mengenai 
hukum formilnya, sekalipun pada dasarnya hukum acara pidana 
bersumber pada KUHAP sebagai hukum positif. Hal ini 
menujukkan bahwa alat bukti elektronik hanya diatur secara parsial 
dalam peraturan perundang-undangan dan tidak terkodifikasi 
sehingga diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai 
                                                          






hukum formil yang terkodifikasi dan berlaku secara nasional. Maka 
terkait penyelesaian perkara di pengadilan acara pembuktian 
merupakan tahap penting dalam pembuktian kebenaran terjadinya 
suatu peristiwa atau hubungan hukum dan adanya suatu hak yang 
di jadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan ke pengadilan. 
Melalui tahap pembuktian hakim akan memperoleh dasar untuk 
menentukan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara ,alat bukti 
elektronik khususnya di bidang perdagangan dan perbankan 
berpengaruh pula pada perkembangan hukum acara perdata 
termasuk pada sistem pembuktian . keberadaan alat bukti 
elektronik sebagai konsekuensi kemajuan teknologi informasi dan 
telekomunikasi dalam penanganan perkara perdata di pengadilan 
dihubungkan dengan pembaharuan hukum acara perdata nasional 
serta bagaimana implikasi dari perkembangan bukti elektronik 
terhadap sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa perdata 
melalui pengadilan di Indonesia. Pertama, Pasal 164 HIR/284 RBg 
dan Pasal 1866 BW, mengatur mengenai alat bukti yang dapat 
digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata ke pengadilan 
secara limitatif dan disusun secara berurutan dari mulai alat bukti 
surat, keterangan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan 
sumpah. Kedua, Hukum pembuktian yang berlaku saat ini, secara 
formal belum menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti, 





perdagangan secara elektronik, alat bukti elektronik sudah banyak 
digunakan, terutama dalam transaksi bisnis modern.Sementara itu, 
dalam hukum pembuktian perdata hakim terikat pada alat-alat 
bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil 
keputusan berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat 
bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang saja. Hukum 
Acara Perdata tidak mengatur secara eksplisit tentang alat bukti 
elektronik tersebut. Pengaturan bukti elektronik yang ada sampai 
saat ini baru dalam tataran hukum materiil saja, antara lain dalam 
UU Informasi dan Transaksi Elektronik dari pemasalahan tersebut 
maka dengan ini menuangkan tulisan ke dalam bentuk penelitian 
hukum yang berjudul 
“ KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM 












B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan penjelasan maka masalah penelitian yang menjadi objek 
pembahasan lebih lanjut yakni :  
1. Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian 
perkara perdata di pengadilan ? 
2. Apa kendala alat bukti elektronik dalam perkara perdata? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang 
melandasi penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mendeskripsikan bentuk alat bukti elektronik berdasarkan 
kemajuan teknologi terkait dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniksebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala alat  bukti  elektronik dalam 










D. Manfaat Penelitian  
Pada penyusunan skripsi ini terdapat dua maanfaat di antaranya sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
Diharapkan dapat menjadi pengembangan serta pedoman tentang 
dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam memperkuat keyakinan 
pada hakim pada proses perkara. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian dapat digunakaan semestinya untuk masukan pada 
Pemerintah terhadap kebijakan dan penerapan ke dalam suatu 
sistem hukum pembuktian atau dalam memaparkan alat bukti .  
b. Bagi masyarakat lebih bijak dalam sistem informasi teknologi dan 
komunikasi guna memberikan jawaban atas permasalahan  dalam 
bidang hukum perdata . 
E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian terkait dengan dengan “Kedudukan Alat Bukti 
Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Secara Perdata”, sudah banyak 
diteliti. Untuk menunjukan posisi yang sudah dilakukan maka berikut 
peneliti paparkan: 
Muhammad Iqbal Tarigan Runtung,Dokumen Elektronik 
Sebagai Alat Bukti Dalam Prespektif Hukum Acara Perdata Di 





tulisan  inifokus pada penelitian bagaimanakah kedudukan 
teknologi modern atau teknologi informasi dalam proses 
pembuktian dan bagaimana pengaturan penggunaan dokumen 
elektronik sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dapat di 
tarik kesimpulan bahwa kriteria dokumen elektronik dapat menjadi 
alat bukti keberlakuan hukum acara perdata ini tidak terlepas akibat 
dari belum mampunya bangsa ini untuk mengisi kekosongan serta 
ketidakpastian hukum dengan tanganya sendiri artinya Indonesia 
belum mampu melahirkan produk hukum khususnya hukum acara 
perdata maka  keterangan ahli yang dapat memberi penjelasan 
tentang alat bukti oleh itu perlu adanya ketegasan tentang regulasi 
untuk mempertegas kedudukannya sebagai alat bukti. 
Theofanny Dotulong ,Keberadaan Alat Bukti Elektronik 
Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,Lex Privatum, Vol.II/No. 3 
Agustus –Oktober 2014 , dalam tulisan ini penulis membahas 
tentang keberadaan alat bukti elektonik sebagai pembaharuan 
hukum acara perdata nasional dan juga membahas tentang sistem 
pembuktian elektronik dalam penyelesaian sengketa , maka 
sebaiknya dalam RUU hasil cetak ( Print out ) bukti lainya yang 
dapat dapat di akui sebagai alat bukti yang sah serta  mempunyai 
kekuatan pembuktian. 
Lathifah Hanim , Pengaruh Perkembangan Teknologi 





Secara Elektronik ,Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus 
Februari 2011 ,dalam tulisan ini penulis membahas tentang e-
commerce sebuah  perjanjian dalam perdagangan elektronik 
dimana antara penjual serta pembeli tidak bertemu secara langsung 
, sehingga dalam hal ini tidak dapat mengetahui kecakapan umur 
atau kedewasaan , tidak jarang adanya pemalsuan identitas , 
pembobolan password dan penipuan ,maka perlu adanya kebijakan 
yang tepat untuk perjanjian yang sah sebagai alat bukti secara 
media / dokumen elektronik .3 
Nolfi Papendang  ,Kekuatan Alat Bukti E-mail Dalam 
Persidangan Kasus Perdata ,Lex et Societatis ,Vol . V/No. 1 
Januari – Februari 2017, adapun tulisan ini di lakukan untuk 
mengetahui apakah e-mail bisa di jadikan alat bukti pada 
pembuktian di pengadilan merupakan hal yang sangat penting 
mengingat informasi elektronik belum digunakan  dalam  sistem 
hukum acara sebab sangat rentan untuk di ubah , di pasulkan serta 
di sebar luaskan dalam waktu yang bersamaan. Maka di 
perlukannya suatu pemahaman bagi masyarakat serta bagi aparat 
penegak hukum tentang pentingnya pembuktian terkait dengan 
adanya perkembangan penggunaan dokumen elektronik dan juga 
pemahaman bagi hakim sebagai nilai kekuatan pembuktian alat 
bukti setelah sesuai dengan kententuan saat ini. 
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Efa Laela Fakhirah,Perkembangan Alat Bukti Dalam 
Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Menuju Pembaruan 
Hukum Acara Perdata ,Jurnal Hukum Acara Perdata Vol.1 No. 2 
Juli – Desember 2015 adapun tulisan ini di tulis membahas tentang 
masalah keperdataan sebab dalam transaksi elektronik telah 
menjadi bagian perniagaan nasional maupun internasional 
,Banyaknya pelanggaran hukum di media sosial yang sulit untuk di 
selesaikan dengan subjek yang menggunakan teknologi canggih 
serta keberadaannya yang terkadang ada di luar batas. 
hal ini menyebabkan lebih untuk sulit di bandingkan pembuktian 
dalam perbuatan melawan hukum biasa oleh karena itu perbuatan 
melawan hukum di dunia cyber sangat tidak mudah dan harus  
mengandalkan hukum secara konvensional atau nasional 
memerlukan kebijakan atau aturan yang sesuai.  
Berdasarkan dari beberapa referensi yang telah di uraikan , 
maka penulis berusaha membuat penelitian yang berbeda dengan 
penelitian sebelumnya , Di tengah pro kontra terkait alat bukti 
elektronik serta memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk 
mendapatkan keamanan dalam transaksi/telekomunikasi dan alat 








F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan  
Peter Mahmud Marzuki menerangkan bahwa penelitian normatif 
merupakan suatu metode dalam mencari peraturan tertulis untuk 
menyelesaikan permasalahan hukum guna mendapat hasil 
argument – argumen serta konsep maupun teori hukum baru.4 
2. Pendekatan Penelitian  
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
Normatif.Merupakan meninjau permasalahan hukum secara 
normatif pendekatan ini juga di gunakan terhadap norma hukum. 
3. Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data yang di dapat dari bahan kepustakaan  
 Ada dua jenis bahan hukum yaitu: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan maka 
pada penelitian ini menggunakan bahan primer yang terdiri 
atas :  
- Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun1945  
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
                                                          





-  (Herzien Inlandsch Reglement ) HIR dan 
(Rechtreglement voor de Buitengewesten ) RBg 
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektroniksebagaimana 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik.5 
2. Bahan Hukum sekunder 
Bahan yang akan memberikan penjelasan tentang tatanan 
hukum primer. Seperti aturan perundang – undangan , 
maupun dari kalangan hukum serta asas hukum dan juga 
pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat 
memberikan solusi untuk sebuah pemarsalahan yang ada. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah kepustakaan (library research), mencari landasan 
teori yang berhubungan dengan penelitian hukum ini, peraturan 
perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah dan 
dirumuskan secara sistematis. Tujuan dari studi pustaka pada 
dasarnya adalah menunjukkan jalan permasalahan penelitian.Pada 
                                                          






penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar 
yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.  
Sebab dalam pemerintah memiliki kekuatan untuk mendapatkan 
informasi sesuai dengan keadaan yang nyata.6 
5. Metode Analisis Data 
Penyusunanyang digunakan adalah dengan menggunakan analisis 
kualitatif. Metode analisis data kualitatif adalah suatu metode 
dengan menjelaskan data yang bermutu ke dalam bentuk kalimat 
yang logis , teratur dan efektif sehingga mudah dalam 
menginterpretasi data dan menganalisis data.  
Pendekatan kualitatif focus pada dasar – dasar umum dalam 
perwujudan tiap gejala sosial budaya sehingga adanya gambaran 
pada hasil penelitian yang jelas dan informasi yang di sampaikan 
seusai dengan keadaan yang nyata. 
G. Rencana Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bagian bab 
sebagai tahapan didalam penulisan, yaitu  
Bab I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, 
permasalahan yang akan di cari jawabannya ,tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.  
 
                                                          






Bab II Landasan Teoritik. Bab ini akan membahas mengenai 
pengertian sistem pembuktian ,kedudukan bukti elektronik dalam 
sistem pembuktia dan kendala-kendala dalam proses pembuktian 
elektronik. 
 
Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berupa uraian 
rumusan masalah tentang mekanisme peraturan. 
 







A. Sistem Pembuktian dalam Perkara Perdata 
1. Pengertian Pembuktian  
Salah satu penyelesaian dalam hukum yang berkaitan 
untuknpenentuan putusan hakim atau untuk kemudian dapat menetapkan 
pihak yang dianggap berhasiI atas peristiwa dalam membuktikan 
kebenarannya di pengadilan.  
Menurut Prof. R. Subekti dalam bukunya Hukum Pembuktian yaitu 
meyakikan hakim tentang dalil yang di kemukakan dalam pesengketaan. 
Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata setiap orang yang 
mendalilkan mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri 
maupun bantahan dari hak orang lain , oleh sebab itu dasar – dasar yang 
cukup kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang di ajukan 
oleh pihak yang berperkara secara formil artinya terbatas pada bukti – 
bukti yang di ajukan. 7 
Hukum pembuktian dalam acara perdata menduduki tempat paling 
penting bahwa hukum acara atau hukum formil bertujuan menegakkan 
dan mempertahankan hukum materiil, Jadi secara formil hukum 
pembuktian mengatur cara yang terdapat pada HIR (Herzien Inlandsch 
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Reglement ) dan RBg (Rechtreglement voor de Buitengewesten ). 
Sedangkan secara materiil mengatur serta di terima atau tidaknya 
pembuktian dengan alat – alat bukti tersebut. 
Artinya terdapat kekhususan peran persidangan dalam pembuktian dan 
menunjukkan kekhususan sistem hukum dan standar bagi sistem 
pembuktian sebab semua pihak yang terkait berpatokan oleh garis prinsip 
yang telah di tentukan. 
Dengan demikian suatu yang di tentukan untuk memperkuat, tuntutan 
atau gugatan guna menolak jenis alat bukti sangat tergantung pada hukum 
acara yang di gunakan.8 
Dalam hukum acara perdata ada 4 ( empat) teori pembuktian yaitu :  
1. Teori tentang lsi Gugatan  
Mengkaji untuk dimuat dalam gugatan Sudikno Mertokusumo 
mengatakann tentang dua hal teori meliputi : substantierings theory 
dan individualisering theory. 
Substantierings theory merupakan teori gugatan yang tidak dapat 
disebutkan dalam peristiwa dasar tuntutan saja tapi juga kejadian nyata 
yang mendahului  dasar gugatan yang menjadi adanya peristwa.9 
Sedangkan Individualisering theory merupakan kejadian atas gugatan 
serta adanya hubungan dalam proses dipengadilan dalam pembuktian 
. 
                                                          







2. Teori – Teori tentang Penilaian Hakim Terhadap Alat Bukti  
Hakim memiliki kedudukan sangat penting dalam memutuskan setiap 
perkara yang diajukan kepadanya , namun demikian hakim juga bebas 
menilai kesaksian dari saksi sehingga boleh mengikat hakim dalam 
pembuktian dipersidangan.  
Ada 3 penilaian hakim terhadap alat bukti :  
- Teori pembuktian bebas : suatu penilaian yang mengikat pada 
hakim. 
- Teori pembuktian negative : membatasi kepada hakim tentang 
bukti tanpa adanya pengecualian 
- Teori pembuktian postif : hakim diwajibkan untuk menentukan 
tetapi dengan adanya syarat. 
Maka dari ketiga teori tersebut yang menghendaki lebih bebas akan 
adanya kebebasan serta kelonggaran dalam wewenang yang 
diberikan kepada hakim untuk menentukan sebuahb kebenaran. 10 
3. Teori Beban Pembuktian ada 5 pedoman yang dijadikan teori :  
a. Teori pembuktian  
Proses yang harus dibuktikan tanpa harus menyangkalnya. 
b. Teori subjektif 
Suatu proses pelaksanaan hukum subjektif bertujuan untuk 
mempertahankan serta mengemukakan hak yang tidak harus 
membuktikannya. 
                                                          





c. Teori hukum objektif  
Membuktikan atas kebenaran dari suatu peristiwa yang telah  
diajukan serta mencari sisi objektifnya untuk nantinya dapat 
diterapkan. 
d. Teori hukum publik  
Untuk dapat membuktikan yang nantinya akan disertai dengan 
adanya sanksi. 
e. Teori hukum acarmerupakan 
Merupakan asas kedudukan prosesuil merupakan asas pembagian 
berdasarkan kesamaan kedudukan para pihak, maka untuk nantinya  
para pihak menang itu sama tidak ada pembeda. 
4. Teori Kekuatan Mengikat Putusan  
Pernyataan hakim yang di tuangkan bentuk tulisan yang diucapkan 
dalam persidangan.  
Maka untuk menyaring mengontrol putusan yang yang berisi 
kebenaran atau kepalsuan hakim harus menolak secara inheren tidak 
percaya ( inherently unreliable ) untuk mendapat pembuktian yang 
maksimal perlu adanya prinsip pembuktian yang dijadikan landasan 
penerapan serta prinsip khusus yang berlaku pada sistem hukum yang 
diterapkan.11  
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2. Pengertian Pembuktian Elektronik  
Bukti yang diolah untuk mendapatkan informasi dalam 
mendukung proses dalam peradilan. 
Undang – undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 masih terlalu umum 
dalam menjelaskan jenis-jenis alat bukti elektronik, perubahannya 
pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan lebih rinci 
terkait apa saja macam-macam alat bukti elektronik berupa 
Informasi Elektronik dan Dokumen elektronik. 
Dalam sebuah tatanan proses pembuktian hakim yang telah  terikat 
dengan adanya alat yang sah, hakim menguraikan keputusan sesuai 
dengan peraturan yang telah ditentukan. 
Di luar itu untuk mendapatkan kepastian serta kebenaran 
atas   kejadian yang   menyebabkan perbedaan pendapat ,  yakni 
tatanan proses pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 











Hukum pembuktian HIR Herzien Inlandsch Reglement ) 
maupun KUHPerdata belum berpedoman pada dokumen 
elektronik sebagai alat bukti,maka beberapa Undang-undang 
mengatur serta atas pengelolaan alat bukti elektronik yakni :  
 
 Undang-UndangNomor 36 Tahun 1999 Tentang 
Telekomunikasi 
 Undang-Undang Nomor 40Tahun 1999 Tentaang Pers, 
Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Koruupsi 
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi, dan Undang Undang Nomor 11 
Tahun 2008 Tentang Informasi danTransaksi Elektronik 











B. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti  
1. Pengertian alat bukti  
Suatu proses atas kebernaran yang nyata. Menurut Sudikno 
Mertokusumo mengatakan bahwa membuktikan mengandung 
beberapa pengertian yang logis, konvensional dan yuridis. 
memberikan kepastian yang mutlak karena berlaku bagi setiap 
orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan,Membuktikan 
dalam arti konvensional ini memberikan kepastian namun bukan 
kepastian yang mutlak dan membuktikan dalam arti yuridis 
memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa guna 
memberikan kepastian tentang kebeneran peristiwa yang di 
ajukan.Pada asasnya persoalan hukum perdata alat bukti yang 
berbentuk tulisan itu yang di utamakan atau alat bukti nomor satu 
jika di bandingkan dengan alat bukti lainnya.12 
Dari pendapat tersebut dalam di ambil pengertian bahwa alat bukti 
adalah segala sesuatu yang di pergunakan untuk pembuktian agar 
memberikan keyakinan pada hakim atas kebenaran adanya suatu 
tindak pidana yang telah di lakukan. 
Mampu memberikan keterangan dan penjelasan tentang masalah 
yang di perkarakan di pengadilan untuk membenarkan dalil 
gugatan atau dalil bantahan atas kesalahan yang di lakukan . 
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2.   Macam – macam alat bukti dalam perkara perdata  
1. Alat Bukti tertulis ( Surat ) 
Merupakan alat bukti yang berupa tulisan , Surat ( tulisan ) 
merupakan alat bukti utama dalam keperdataan seperti jual – beli 
, utang piutang dan sebagaianya bukti tulisan ini sengaja di buat 
untuk membuktikan perbuatan hukum yang di lakukan 
seandainya terjadi perselisihan bukti tersebut di sediakan 
lazimnya berbentuk tulisan. 
Akta ialah surat yang memuat keterangan yang di kehendaki oleh 
pihak – pihak bersangkutan yang telah di tandatangani  maka akta 
tersebut mempunyai kekuatan alat bukti tertulis.  
Pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Pasal 1868 
KUHPerdata mengatur tentang  Akta otentik yaitu akta yang di 
buat oleh pejabat atau pegawai berwenang yang bersangkutan di 
hadapan pihak – pihak yang hanya menyaksikan , menuliskan 
dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isinya kepada para 
pihak yang berkepentingan misalnya tentang jual beli atau sewa 
menyewa.13 
Selain akta otentik ada juga akta di bawah tangan Pasal 1869 
KUHPerdata dan 1874 KUHPerdata yang mengatur akta di 
bawah tangan , akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja di 
                                                          






buat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan 
tanpa bantuan pejabat yang berwenang, segala bentuk tulisan atau 
akta yang bukan otentik  di sebut akta di bawah tangan atau 
segala jenis akta yang tidak di buat di hadapan pejabat umum 
termasuk rumpun akta di bawah tangan. 
Unsur lainnya yang bukan merupakan akta bentuknya bebas 
dalam prakteknya surat – surat semacam itu sering di gunakan 
untuk menyusun persangkaan. 
2. Alat bukti saksi 
Saksi yaitu orang yang mengetahui sendiri suatu perbuatan 
hukum. Adapun dalam peradilan seorang saksi saja tanpa alat 
bukti lain tidak dapat di percaya ( Pasal 1905 KUHPerdata dan 
Pasal 169 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) ). Kemudian saksi 
di bagi menjadi dua jenis yaitu saksi ahli dan saksi fakta. 
Saksi ahli merupakan orang memberikan keterangan berdasarkan 
keahliannya sedangkan saksi fakta yaitu saksi yang mengetahui 
fakta – fakta yang terjadi dalam melakukan perbuatan hukum 
yang di lakukan oleh subjek hukum .14 
Dalam Pasal 145 HIR yang berbunyi “ Yang tidak boleh di 
dengar sebagai saksi ialah keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus , suami istri 
salah satu pihak walaupun sudah bercerai , anak – anak yang 
                                                          





tidak di ketahui dengan benar bahwa mereka telah beumur 15 
tahun , orang gila meskipun kadang – kadang ingatannya terang .  
Diatur Pasal 151 HIR bagi saksi yang tidak dapat berbahasa 
Indonesia di angkat juru bahasa (talk) Pasal 284 demikian pula 
untuk saksi yang bisu tuli Pasal 285. 
3. Alat  Bukti Persangkaan  
Persangkaan kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari undang-
undang sebagai persangkaan hakim dari alat bukti  yang 
mempunyai kekuatan bukti bebas. 15 
Menurut Pasal 1915 KUHPerdata Persangkaan yang di 
hubungkan dengan perbuatan tertentu dan peristiwa tertentu 
berdasarkan ketentuan undang – undang.  
Kemudian ada 4 Persangkaan yang di dasarkan oleh Undang –    
Undang sebagai berikut :  
Perbuatan yang di nyatakan batal oleh undang – undang karena 
perbuatan itu semata – mata berdasarkan dari sifat dan wujudnya, 
adanya hak milik atau pembebasan utang dari keadaan tertentu , 
Keabsahan yang di berikan oleh undang-undang kepada suatu 
putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum pasti, 
keabsahan yang di berikan oleh  
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undang – undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah 
satu pihak. 
4. Alat Bukti Pengakuan  
Pengakuan yang di lakukan oleh seseorang didalam persidangan 
maupun pengakuan yang di lakukan di luar sidang. Kedua 
pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang berbeda. 
Menurut pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang di ucapkan di 
depan hakim cukup menjadi bukti yang memberatkan orang yang 
mengakui itu, baik yang di ucapkan sendiri maupun yang dengan 
pertolongan orang lain yang di istimewakan di kuasakan untuk 
itu. Pengakuan di luar sidang menurut Pasal 175 HIR hal 
pengakuan di luar sidang di serahkan kepada pertimbangan dan 
hati-hatinya hakim untuk menentukan kekuatan dari suatu 
pengakuan dengan lisan yang di buat di luar persidangan.16 
Dan ada juga beberapa istilah asing mengenai pengakuan Pasal 
164, 174,175 HIR: bekentenis, Pasal 311 HIR: eigenerkentenis 
van de beklaagde (mengakui dengan “ya” saja ).  
Di atur juga dalam Pasal 1925 KUH Perdata :  
“Pengakuan yang di lakukan di hadapan  Hakim untuk 
memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa saja yang 
telah melakukannya baik itu sendiri maupun dengan perantara 
seseorang yang khusus di kuasakan untuk itu. 
                                                          





5. Alat Bukti Sumpah 
Sumpah yang dalam bahasa lnggris di sebut dengan the oath 
sedangkan dalam bahasa Belanda di sebut dengan eed van 
merupakan pernyataan dari seseorang bredasarkan nuraninya dan 
menyatakan apa yang di sampaikan adalah benar. 
Dalam Pasal 1929 KUHPerdata di atur mengenai sumpah yang 
terdiri dari : 
- Sumpah Tambahan atau Sumpah Pelengkap ( Suppletoir eed ) 
- Sumpah Pemutus ( Decisoir eed ) 
- Sumpah Penaksir ( Aestimatoire eed )  
a. Suppletoir eed atau sumpah pelengkap yaitu sumpah yang di 
perintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu 
pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi 
sengketa sebagai dasar putusannya untuk dapat di perintahkan 
bersumpah suppletoir kepada salah satu pihak. 17 
Tambahan Pasal 1940 KUH Perdata :  
“Hakim dapat karena jabatan memerintahkan sumpah kepada 
salah satu pihak yang berperan untuk menggantungkan itu atau 
untuk menetapkan jumlah yang akan di kabulkan“  
b. Decisoir eed atau sumpah pemutus yang bersifat menentukan 
dan menyelesaikan sengeketa (litis decisior) yaitu sumpah yang 
memiliki daya kekuatan untuk memutus perkara atau 
                                                          





mengakhiri perselisihan yang di bebankan atas permintaan 
pihak kepada lawannya. Dengan sendirinya mengakhiri proses 
pemeriksaan perkara tanpa mengajukan alat bukti lainya sebab 
undang – undang memiliki kekuatan nilai bukti yang sempurna. 
c. Aestimatoire eed atau sumpah penaksir yaitu sumpah yang di 
perintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat 
untuk menentukan besarnya uang ganti kerugian yang belum 
secara jelas di mintakan atau di sebutkan dalam gugatannya. 
Diluar Pasal 164 HIR / 180 RBg , terdapat pula pemeriksaan 
setempat atau keterangan ahli yang dapat di gunakan sebagai 
alat bukti dalam pemeriksaan , Pemeriksaan ( descente ) 
setempat di atur dalam Pasal 153 HIR / 180 RBg ialah 
pemeriksaan perkara oleh hakim karena jabatannya yang di 
lakukan di luar gedung atau tempat kedudukan pengadilan , 
agar hakim melihat sendiri dan memperoleh gambaran atau 
keterangan supaya memberikan kepastian peristiwa yang 
menjadi sengketa.18 
Tujuan dari sumpah ini adalah menetapkan berapa jumlah ganti 
rugi atau harga yang akan di kabulkan jadi penerapan sumpah 
ini baru dapat di lakukan apabila sama sekali tidak ada bukti 
dari kedua belah pihak yang dapat membuktikan jumlah 
sebenarnya kalau ada  bukti sumpah tidak dapat di terapkan. 
                                                          





Dan dalam mewujudkan suatu rangkain hukum perlu adanya 
penegakan terhadap hukum atas perkembangan teknologi 
informasi maka alat bukti selain surat , saksi , pengakuan serta 
sumpah ada juga alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian 
perkara perdata. 
Terkait dengan bukti elektronik secara umum ada 2  macam 
pengaturan umum yang mengatur mengenai pembuktian bukti 
elektronik pada berbagai peraturan baik pengaturan secara 
internasional maupun pengaturan secara nasional. Pengaturan 
pertama mengenai masalah definsi bukti elektronik sedangkan 
pengaturan kedua mengenai asmissibility atau penerimaan 
bukti elektronik di pengadilan. Menurut ISO/IEC 27073:2012 
lnformation technology Security technology-Guidelinesfor 
ldentification , Collection , Acuquaisition and Preservation of 
Ditigal Evidence yang sudah menjadi Standar Nasional 
memberikan definisi mengenai digital evidence sebagai 
informasi atau data di simpan di kirim dalam bentuk biner 
(binary form) yang di jadikan alat bukti yang buktinya akan di 
ujikan keberananya dalam persidangan.19 
Bukti elektronik mempunyai karateristik yang khas yaitu tidak 
terlihat , sangat rapuh karena mudah berubah , mudah rusak 
karena, sensitif terhadap waktu dan mudah di modifikasi  
                                                          






Keberadaan bukti elektronik mulai di perkenalkan dalam 
pembuktian persidangan  dalam perkara pidana Undang–
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain itu 
perluasaanya ada juga Undang–Undang  Dokumen Perusahaan, 
Undang–Undang Terorisme, Undang–Undang Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 
3. Pengertian Alat Bukti Elektronik  
a. Alat Bukti yang dapat memenuhi persyaratan formil serta persyaratan 
materil yang telah diatur dalam UU ITE. 
Dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik 
dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat 
bukti hukum yang sah.20 
Yang di maksud dengan informasi elektronik  ialah sekumpulan data 
elektronik yang tidak terbatas  pada tulisan ataupun video serta yang 
telah di olah sehingga dapat di pahami oleh orang yang mampu 
memahaminya.  
Dokumen Elektronik yaitu setiap informasi elektronik yang di buat, di 
teruskan, di kirimkan, diterima atau di simpan dalam bentuk analog, 
digital, elektromagentik, optikal, atau sejenisnya yang dapat di lihat, di 
tampilkan, di dengar melalui komputer atau sistem elektronik (laptop 
atau smartphone) yang mempunyai arti atau makna dapat di pahami 
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oleh orang yang memahaminya, lnformasi elektronik dan dokumen 
elektronik menjadi alat bukti (Digital Evidence) yang akan menjadi 
alat bukti surat. 
Sebab pada prinsipnya lnformasi Elektronik tidak dapat di pisahkan 
dengan dokumen elektronik ialah kumpulan dalam berbagai bentuk, 
sedangkan Dokumen eIektronik ialah “wadah” atau bungkus dari 
informasi elektronik,dari prespektif perkembangan kejahatan dengan 
jaringan komputer ke depan semakin meningkat,baik secara kuantitas 
(jumlah) maupun secara kualitas (tingkat kesulitan mode kejahatan) 
harus diimbangi dengan bagaimana penyelesaian suatu kasus yang 
terkait dengan jaringan dalam ruang criminal justice system secara baik 
dan benar.21 
Terkait masalah tersebut dapat menarik untuk menganaIisis legalitas 
pembuktian Digital Evidence (Digital Forensik) menurut Resa Raditio 
membagi menjadi beberapa bagian ilmu forensik:  
a. Digital Forensik ( Digital Evidence )  
Keseluruhan proses dalam memulihkan,menyimpan,memeriksa 
informasi atau pelaporan data digital dokumen elektronik yang 
terdapat dalam sisdtem elektronik atau media penyimpanan jalur 
komunikasi berdasarkan cara dengan alat yang dapat di pertanggung 
jawabkan secara iImiah untuk kepentingan pembuktian. 
                                                          





Dalam investigasi digital forensik pengetahuan adalah hal paling 
penting dalam pemeriksaan atas bukti yang terkait dengan dugaan 
kejahatan , kemudian pencarian menyeluruh data kemungkinan akan di 
peroleh atas data yang telah terhapus,informasi penciptaan, 
penghapusan file.Hal ini dapat menentukan perangkat penyimpaan 
mana saja yang terkoneksi dengan komputer , perangkat komunikasi , 
aplikasi dan website mana saja yang telah di kunjungi.22 
Adapun 2 (dua) tahapan proses digital forensik yang pertama Teknisi 
forensic digital (digital forensics technicians) yang mengumpulkan 
dan memproses data dengan alat untuk menyederhanakan prosedur 
misalnya COFFE milik Microsoft yang kedua Pemeriksa bukti digital ( 
digital evidence examiners) bidang forensik komputer atau jaringan 
subspesialis analisis gambar. 
Sedangkan proses dalam digital forensik secara umum terdiri atas  
kegiatan–kegiatan indentifikasi atau administrasi penerimaan 
pencatatan terhadap bukti–bukti yang akan di teliti seperti merek, 
model, serial. Tahapan  standar agar proses forensik lebih akurat , kuat 
dan efisian yaitu ada Akusisi adalah kegiatan memisahkan harddisk 
untuk di lakukan imaging (memori volatil) komputer serta membuat 
duplikat sektor yang sama untuk mencegah modifikasi pada keaslian 
data.    
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Analisis adalah kegiatan menganalisis yang berkaitan dengan 
menghubungkan keterkaitan kejahatan dengan bukti–bukti termasuk 
melakukan pencarian kata kunci media digital  dalam berkas serta 
dalam unallocated dan slack space untuk memulihkan berkas yang 
telah di hapus. 
Informasi Elektronik ( IE ) dan Data Elektronik ( DE ) yang tersimpan 
pada harddisk merupakan bukti yang sangat penting yang dapat 
membuka tabir suatu perkara kejahatan namun IE dan DE tidak 
mempunyai arti apa – apa bila tidak di mengerti “isi dalamnya”  untuk 
dapat mengetahui “ada apa’’ yang harus di perhatikan adalah 
pengamanan IE dan DE sehingga tetap utuh sebagaimana termasuk 
sumber daya manusia pengujiannya harus benar–benar sudag di akui 
legalitasnya.23 
b. Cabang – Cabang Digital Forensik  
Meliputi beberapa jenis perangkat media atau artefak antara lain 
sebagai berikut:  
 Komputer forensik  : untuk menjelaskan informasi atau keadaan 
saat ini. 
 Forensik Perangkat Mobile: merupakan cabang sub-forensik digital 
yang berkaitan dengan pemulihan bukti dan data pada perangkat 
mobile. 
                                                          





 Jaringan Forensik: pemantauan jaringan baik local dan WAN / 
internet pengumpulan bukti dan deteksi intrusi. 
 Forensik Database: investigasi menggunakan isi database , file log 
, RAM data untuk memulihkan informasi yang relevan. 
 lmage forensik : dilakukan terhadap gambar  
 Video forensik : dilakukan terhadap video dan cctv .24 
a.   Macam – macam barang bukti elektronik 
 Barang Bukti Digital  
Keberadaan barang bukti dalam investigasi dapat mengungkap 
kronologis kemudian melacak keberadaan pelaku serta dapat 
mengenali keberadaan barang bukti yang kemudian di periksa dan di 
analisis lebih lanjut. 25 
Berikut beberapa barang bukti digital forensic : 
 Barang Bukti Elektronik bersifat fisik dan di kenali secara visual 
karena investigator dan forensic analyst harus menilik teknik 
searching barang bukti di TKP berikut beberapa jenis barang bukti 
elektronik :  
 Laptop / notebook 
 Kamera Video , CCTV  
 Flasdisk 
 Harddisk  
 Router  
                                                          






 Kamera digital 
 Digital recorder  
 Music / video player 
 Barang Bukti Digital yang di ekstrak atau di-recover dari barang bukti 
elektronik ,berikut beberapa contoh barang bukti digital : 26 
 Logical File berupa file aplikasi , library , office , logs , 
multimedia. 
 Deleted File file yng sudah terhapus yang masih tetap berada di 
cluster ( sektor penyimpanan ). 
 Lost File yang tidak lagi tercatat dalam file sistem 
 File slack penyimpanan berada di antara End of File ( Eof) dengan 
End of Cluster ( EoC). 
 SMS ( Short Message Service ) pelayanan pengiriman dan 
penerima pesan pendek. 
 WhatsApp Messenger  merupakan aplikasi pengirim serta 
penerima dengan jaringan internet tanpa pulsa 
 Email surat online untuk mengirim serta menerima investigasi. 
 Encrypted file file yang menggunakan algoritma cyptography 
yang kompleks sehingga tidak bisa di baca dan di lihat secara 
normal. 
 Steganography file pembawa pesan rahasia ( carrier )  
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Maka dari penjelasan tersebut diketahui bahwa antara digital 
ataupun elektronik mempunyai  arti serta peran yang berbeda yaitu 
dalam bentuk fisik serta isi.27 
C. Kedudukan Alat Bukti EIektronik 
Berdasarkan HIR (Herzien Inlandsch Reglement ) dan RBg 
(Rechtreglement voor de Buitengewesten ) maka memiliki bagian dari 
pedoman aktivitas  elektronik hasil  cetak  dari  dokumen  elektronik. 
Maka bukti elektronik baru dapat dikatakan sah  apabila  menggunakan  
sistem  elektronik  yang  sesuai  dengan peraturan  yang berlaku denga 
sistem yang ada. 
Dengan belum  diakomodasinya  alat  bukti  elektronik  secara  formal  
dalam  ketentuan  acara perdata,  akan  menyulitkan  bagi  hakim  dalam  
menyelesaikan  dan  memutus  sengketa apabila  para  pihak  mengajukan  
dokumen  elektronik  sebagai  bukti. 
Akan tetapi hal ini tidak dapat dijadikan satu sudut pandang pada hakim 
untuk tidak menerima ataupun memeriksa  serta   memutus  perkara  yang  
belum ada pengaturanya, merupakan salah satu variable dalam 
perkembangan yang mempengaruhi dibeberapa bidang. 
Dalam sistem pembuktian di kenal ada 2 macam secara formil ataupun 
materiil,  maka yang di anut dalam sistem pembuktian atau proses 
penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formil yang hanya 
                                                          





mencari kebenaran formil semata. Adapun pandangan termasuk hukum 
pembuktian dalam sistem hukum pidana merupakan pokok kajian yang 
sulit dan kompleks “ The Iaw of evidence is a subject which present 
considerable difficuIIaty and complexity” , artinya mengandung 
kebenaran. Dalam sistem hukum pidana  misalnya pembuat undang – 
undang ITE ( lnformasi Transaksi Elektronik ) sebagaimana di kemukaan 
diatas.28 
Dalam penggunaan dokumen elektronik maka perlu dipahami bahwa 
perbuatan – perbuatan yang di larang bahwa jika terjadi penyalahgunaan 
dalam penggunaan teknologi informasi. Dengan diberlakukannya UU ITE 
maka terdapat pengaturan mengenai alat – alat bukti elektronik 
berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) dan Pasal 6 UU ITE bahwa informasi 
elektronik/dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang 
sah yang kedudukannya dapat di setarakan dengan dokumen yang dibuat 
diatas kertas, dalam pembuatan suatu perjanjian atau transaksi elektronik 
yang digunakan maka keabsahan dokumen elektronik di dalamnya juga 
harus memuat sebuah keaslian hal ini sesuai dengan pengaturan unsur – 
unsur yang jelas secara subjektif atau objektif dalam bukti elektronik. 
Karena bagi hakim untuk memastikan otentifikasi bukti elektronik dengan 
mekanisme tertentu. Bahkan, belum ada ketentuan yang memberikan 
                                                          





pedoman kepada hakim, apakah dilakukan langsung melalui perangkat 
penyimpan bukti elektonik atau hasil data.29 
Sifat bukti elektronik yang mudah berubah sehingga berpotensi 
menyebabkan perubahan metadata atau nilai hash data berubah jika 
pemeriksaan dilakukan langsung melalui perangkat penyimpan. Oleh 
karena itu, pemeriksaan terhadap otentifikasi bukti elektronik menjadi 
penting bagi hakim. Hal ini disebabkan karena dalam konteks ini melekat 
kewajiban bagi hakim untuk menerapkan mekanisme yang tepat dalam 
memeriksa otentifikasi bukti elektronik berdasarkan asas ius curia novit. 
Berdasarkan asas ius curia novit maka Hakim wajib menggali nilai-nilai 
hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 
maka Undang –Undang ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai 
alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk mejadikan bukti 















Penjelasan yang berkaitan sepintas dalam dunia hukum transisi tersebut 
telah melahirkan banyak keadilan dalam pembuktian dan keabsahan yang 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara di 
pengadilan 
Perkembangan teknologi menjadikan semuanya mudah untuk 
diakses, informasi telah ada diberbagai media cetak maupun media 
elektronik dan internet jumlah pengguna internet dunia semakain 
meningkat dari total keseluruhan jumlah penduduk dunia Saat ini aktivitas 
dalam keseharian sudah tidak bisa terlepas dari penggunaan teknologi 
sebagai layanan serta kegiatan untuk sebuah komponen atas keberadaan 
teknologi. 
Maka penggolahan pada data ataupun  informasi, termasuk sebuah proses 
menyusun serta menyimpan dan juga memasulkan data dengan berbagai 
cara untuk mendatangkan berita yang berkualitas, yaitu sebuah 
pemberitahuan yang akurat serta rangkaian proses yang tepat, agar  dapat 
digunakan untuk keperluan pribadi serta dalam pemerintahan dalam 
pengutipan putusan sesuai dengan tatanan yang ada.30Adanya teknologi 
memudahkan aktivitas kehidupan manusia serta menyebabkan 
ketergantungan yang sangat tinggi akan keberadaan teknoologi informasi. 
Yang digunakan untuk mengelolah data dan informasi, termasuk 
memproses, mendapatkan, menyusun dan menyimpan serta memanipulasi 
                                                          






data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, 
yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan 
untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan butuh sebuah informasi 
yang strategis dalam pengambilan keputusan disuatu instansi. 
Salah satunya Negara Indonesia  yang tidak dapat terlepas dari 
perkembangan penggunaan media dan terintergritasnya sistem wireless 
untuk memberikan suatu pertahanan serta keadilan yang semakin menguat 
atas hukum yang lebih bertanggung jawab 
Untuk dapat mengikuti sistem peradilan membutuhkan hukum acara yang 
dapat mengatur secara jelas dan tegas tentang pemberlakuan alat bukti 
elektronik sehingga diharapkan keabsahan alat bukti elektronik tidak lagi 
menjadi perdebatan. 31 
Hukum menjadi mengkhawatirkan akan memunculkan tindakan anarkis 
dari masyarakat yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, 
ketahanan maupun stabilitas nasional. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi 
dalam menghadapi pengaruh yang atas perkembangan  terhadap sebuah 
negara sehingga kemajuan ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang 
banyak. sebuah negara dalam ketahanan tidak terlalu bergantung kepada 
badan-badan multilateral tetapi lebih memperkuat produksi domestik 
dengan menggunakan bahan baku dalam negeri dan berorientasi kepada 
rakyat. 
                                                          







Era digital  suatu kondisi kehidupan atau zaman dimana semua kegiatan yang 
mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Bisa juga 
dikatakan bahwa era digital hadir untuk menggantikan beberapa teknologi 
agar jadi lebih praktis dan modern.32 
 Salah satunya aplikasi teknologi WhatsApp yaitu salah satu pesan instan yang 
digunakan tanpa menggunakan pulsa tetapi memakai internet sehingga 
memudahkan penggunanya untuk berkomunikasi dapat mengobrol secara 
online, berbagi file/data, bertukar foto dan akses dan fitur-fitur lainnya Pada 
WhatsApp untuk menambahkan teman pada kontak pertemanan,hanya 
memerlukan nomor handphone  
        Selain di gunakan untuk bisnis, pendidikan serta informasi whatsApp 
memiliki beberapa kekurangan :  
- Tidak menggunakan sistem cloud hanya menyimpan data beberapa waktu 
setelah itu terhapus  
- Data pengguna digunakan facebook untuk periklanan  
- Jika menunggakan web tidak dapat untuk vcall dan pada saat off data.  
Ada juga kelebihan pada WhatsApp : 
- Dapat menyimpan data secara otomatis  
- Sinkronisasi kontak  
- Serta pengguna dapat membatalkan pesan yang sudah di kirim kepada 
pengguna lain. 
                                                          





Fiturnya memang sangat memanjakan pengguna, namun dalam hal 
keamanan dan privasi masih jadi pertanyaan banyak pengguna sebab data 
saat ini di gabungkan dengan aplikasi lain yaitu facebook.33 
Melihat luasnya tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik 
untuk setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum merugikan 
kepentingan perlindungan data dan keamanan dunia informasi yang 
menyebar di masyarakat umum. 
Namun perlu diingat bahwa platform atau aplikasi whatsapp ini 
tidak terkoneksi dengan akun yahoo pengguna. Sehingga sangatlah rawan 
untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dengan niat untuk melakukan 
suatu tipu muslihat atau suatu tindakan kejahatan lainnya. Terkait dengan 
penggunaan rekaman elektronik whatsapp sebagai alat bukti dimuka 
pengadilan haruslah dilakukan pengujian alat bukti terlebih dahulu dalam 
proses pembuktiannya. 
Maka menimbulkan penyalah gunaan yang tentunya dapat menjerat 
setiap penggunanya. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam 
masyarakat yang sedang mengalami modernisasi meliputi masalah-
masalah yang berhubungan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, 
perubahan unsur–unsur perbuatannya dan kemungkinan timbulnya jenis–
jenis kejahatan atau tindak pidana baru. 
Efek globalisasi yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana ini 
memberikan dampak bagi tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. 
                                                          






Kemudian penggunaan Personal Chat dalam sarana pendukung tindak 
kejahatan akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang 
sah dalam persidangan.  
Semakin banyaknya teknologi baru yang dikenalkan kepada masyarakat, 
maka beberapa teknologi masa lalu otomatis akan ditinggalkan. Sehingga 
ada sebuah perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan dan 
semakin canggih aplikasi yang di gunakan ada beberapa aplikasi yang di 
gunakan finansial teknologi (dompet digital), e-commerce serta media 
messange salah satunya whatshApp maka masyarakat dan pemerintahan di 
tuntut untuk mengikuti tren produk yang berkualitas agar tidak tertinggal 
oleh Negara lain.         
Sesuai dengan UU ITE namun sebagai bagian dari hukum acara, 
dokumen elektronik belum memiliki pengaturan tata cara penyerahannya 
di persidangan, tata cara memperlihatkannya kepada pihak lawan dan 
sedang disusun regulasi mengenai standarisasi jasa penyelenggara 
sertifikasi elektronik. 
Untuk kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, bukan 
untuk alat bukti persidangan dan penyerahan dokumen oleh pengadilan 
tingkat pertama dilakukan melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui 
perangkat flash disk/compact disk kecuali dalam keadaan khusus. Terdapat 
kekosongan hukum acara, karena dalam UU ITE maupun UU lainnya 





Maka perlunya perangkat hukum yang akomodatif terhadap perkembangan 
serta antisipatif pembuktian memperlihatkan dokumen elektronik 
dipersidangan dapat dijawab melalui  persidangan  untuk memberikan 
kepastian hukum. 
Kedudukan WhatsApp Messenger memberikan pengaruh besar 
terhadap mekanisme kedudukan bukti elektronik mengharuskan tidak 
adanya perubahan yang di terima oleh pihak lain mempunyai nilai yang 
sah jika dapat di tampilkan serta jaminan ke asliannya , namun kekuatan 
pembuktian belum memiliki kekuatan pembuktian sempurna. 
Penggunaan sistem elektronik menciptakan suatu cara pandang yang baru 
yaitu paradigma  paper based menjadi electronic based kelanjutan dari 
informasi yang berwujud elektronik semakin di akui keefektifannya baik 
dalam pengolahan dan penyimpanan alat bukti elektronik perkara perdata 
saat ini dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti 
yang secaralimitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan 
tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang,turut 
mempengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan. 
Perluasan alat bukti sebenarnya sudah diatur dalam berbagai perundang-
undangan secara tersebar. UU ITE menegaskan bahwa dalam hukum 
Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan 
alat bukti hukum yang sah. Seperti yang dikemukakan oleh Edmon 
Makarim bahwa keberadaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang 





berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedudukan alat bukti 
elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus 
berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan 
oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang 
semakin berkembang,turut mempengaruhi aspek dalam lalu lintas 
hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini.  
Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang 
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 
sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik serta dapat 
dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti 
dipengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap 
perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini. 34 
Karakteristik dokumen elektronik yang dapat dialihkan atau disimpan 
dalam beberapa bentuk, memungkinkan dokumen elektronik dalam praktik 
perkara dipersidangan tidak ditemui dalam satu bentuk media yang baku, 
hal tersebut dapatdilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik 
dan/atau dokumen elektronik dapat dialihkan ke dalam beberapa bentuk 
media. 
Tata cara yang diterima semua pihak berperkara, maka apabila pihak 
lawan ingin melihat dokumen elektronik yang akan diajukan sebagai alat 
bukti tersebut. Ketentuan Pasal 137 HIR mengatur bahwa “Pihak-pihak  
                                                          






dapat menuntut melihat surat-surat keterangan lawannya dan sebaliknya, 
surat mana diserahkan kepada hakim buat keperluan itu”.  
Untuk menjaga asas keterbukaan pembuktian dipersidangan maka 
ketentuan 137 HIR juga harus dapat diterapkan pada dokumen elektronik 
ketika pihak lawan meminta untuk diperlihatkan. Untuk itu, diperlukan 
perangkat teknologi berupa laptop maupun proyektor agar dapat 
menampilkan/memperlihatkan dokumen elektronik dan inipun tidak 
diatur.35 
Adapun  hambatan sosial dan kultural, stabilitas finansial serta  keamanan, 
dan juga  pemahaman pada aparat penegak hukum suatu personal chat 
dapat dijadikan alat bukti yang sah dimuka  pengadilan haruslah dilakukan 
uji otentifikasi dan verifikasi terlebih dahulu.  
Dengan tahapan suatu pada social media tersebut dapat diperlihatkan 
melalui perangkat elektronik beserta hasil cetaknya sebagai suatu 
informasi yang kemudian tahapan selanjutnya dengan  subjek yang 
berinteraksi tersebut haruslah terverifikasi dengan cara terkoneksi dengan 
alamat email yang sesuai dengan nomor telepon yang telah terdaftar sebab 




                                                          







1. Tahapan Pemeriksaan Bukti Elektronik pada Perkara Perdata di 
Pengadilan  
Pada perkara perdata di Pengadilan sudah sering ditemui bukti-
bukti elektronik yang disampaikan. Dalam memeriksa dan menentukan 
keabsahan dan kedudukan alat bukti tersebut :  
 Didalam persidangan sering ditemui bukti yang disampaikan oleh para 
pihak dalam persidangan, antara lain hasil cetak serta video.  
Maka diperlukan beberapa tahapan yaitu : 36 
a. Syarat formil bukti elektronik tidak ditentukan jelas dalam 
Undang-undang, akan tetapi syarat formil bukti elektronik dapat 
dilakukan penafsiran lebih lanjut serta dipertanggungjawabkan 
sehingga  dapat menerangkan suatu keadaan’. 
b. Menjamin keutuhan data dan dapat dipertanggung jawabkan dapat 
dilakukan dengan cara Digital Forensik berdasarkan PP No. 82 
Tahun 2012 dan ISO 27037-2012. Dapat serta relevansi bukti 
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2. Kedudukan Bukti Elektronik Pada Perkara Perdata  
Kedudukan bukti elektronik berdasarkan pada terpenuhinya syarat 
formil dan materiil bukti elektronik tersebut, maka terhadap kedudukannya 
sebagai alat bukti memiliki beberapa arti.  
Penafsiran tersebut antara lain: 
1.  Bukti Permulaan 
ketika bukti elektronik tersebut dapat memenuhi syarat formil dan 
syarat materiil. 
2. Bukti Persangkaan 
 apabila bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil serta 
materil dan telah menjadi bukti permulaan, bahwa bukti permulaan 
dapat dipertimbangkan kebenarannya, sehingga menjadi bukti 
persangkaan. 
3. Bukti Pengakuan 
Jika pihak lawan telah mengakui maka tidak perlu digital forensik 
untuk dilakukan keberan. 
4. Dikesampingkan atau tidak dapat dipertimbangkan 
Apabila bukti tidak memenuhi syarat maka bukti tersebut harus 
dikesampingkan. 
Untuk membuat rumusan atas pertimbangan hukum yang tepat, Hakim 
memiliki kewajiban untuk melakukan otentifikasi bukti elektronik,ini 
merupakan melekatkan kewajiban kepada hakim untuk berperan aktif untuk 
menemukan hukum, mengembangkan hukum, atau membentuk hukum baru,  





cenderung menghindari penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat 
bukti sebab penyidik akan mengalami kesulitan dalam mencari alat 
bukti pengganti lain yang sesuai. 
Akan lebih banyak membutuhkan waktu dalam proses pembuktian 
yang minimalis keadaan seperti ini tidak menutup kemungkinan 
menjadikan peradilan tidak lagi dapat dilaksanakan secara sederhana, 
cepat dan biaya ringan serta menerapkan mekanisme yang tepat dalam 
memeriksa otentifikasi bukti.37 
SEMA  salah satu peraturan yang di bentuk oleh Mahkamah Agung 
SEMA 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas SEMA 14 Tahun 2010 
tentang Dokumen Elektronik sebagai kelengkapan Permohonan Kasasi 
dan Peninjauan Kembali. 
Mengakui dokumen elektronik untuk kelengkapan Permohonan Kasasi 
dan Peninjauan Kembali, bukan untuk alat bukti persidangan dan 
penyerahan dokumen oleh pengadilan tingkat pertama dilakukan 
melalui fitur komunikasi data dan tidak melalui perangkat kecuali 
dalam keadaan khusus.  
Disinilah terdapat kekosongan hukum acara, karena dalam UU ITE 
maupun UU lainnya tidak mengatur mengenai tata cara penyerahannya 
di persidangan. Kalau dalam praktiknya ada yang menyerahkan 
melalui compact disk atau flash disk maka sesuai SEMA 1/2014 
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dijelaskan bahwa hal tersebut menyebabkan sejumlah kendala namun 
apabila dikirim melalui e-dokumen juga belum diatur tata cara 
pengirimannya.Tata cara penyerahan menjadi penting karena 
menyangkut sah atau tidaknya hukum acara perdata yang diterapkan 
dan dalam rangka memenuhi unsur "dijamin keutuhannya" pada 
Pasal 6 UUITE.  
Pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam 
ketentuan Pasal 17 PERMA tersebut diatur bahwa "Pengadilan 
menerbitkan salinan putusan/penetapan secara elektronik. Salinan 
putusan/penetapan Pengadilan yang diterbitkan secara elektronik 
dikirim kepada para pihak paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak 
putusan/penetapan kecuali kepailitan/PKPU", pengiriman dilakukan 
melalui domisili elektronik. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 23 
ayat (3) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 
271/DJU/SK/PS01/4/2018 diatur bahwa "salinan putusan /penetapan 
tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah".  
Salinan putusan dalam bentuk dokumen elektronik, kelak dapat 
ditandatangani secara elektronik apabila telah tersertifikasi dan 
terhadap salinan dokumen putusan yang demikian tidak perlu 
dicocokkan dengan aslinya sebagaimana alat bukti surat.38 
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Hal yang mendasar dalam penyajian bukti elektronik di persidangan 
adalah masalah keabsahan dari bukti elektronik tersebut, bukti 
elektronik harus dinilai otentifikasinya oleh Hakim dengan melakukan 
pemeriksaan untuk memenuhi syarat formil dan materil bukti 
elektronik tersebut. Persyaratan alat 
bukti elektronik menjadi sah dipersidangan telah dijelaskan secara 
umum dalam Pasal 6 UU ITE, akan tetapi secara teknis atau formilnya 
belum ada aturan untuk mengaturnya, sementara ini untuk menjaga 
keutuhan otifikasi bukti elektronik berdasar pada PP No. 82 Tahun 
2012 dan ISO 27037-2. 
Maka Dihubungkan dengan jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 5 
ayat (1) UU ITE. Perluasan di sini :  
- Menambahkan alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara 
pidana, misalnya KUHAP. menambah jenis alat bukti yang diatur 
dalam KUHAP 
- Alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di 
Indonesia, misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi 
atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur 
dalam KUHAP.39 
Dalam praktik peradilannya sikap hakim yang memandang bukti 
atau dokumen elektronik beragam , pendapat yang pertama 
menyatakan dokumen alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang 
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sah sebagai tambahan bukti konvensional dalam hukum acara 
sedangkan yang kedua menyatakan dokumen elektronik sebagai 
pendamping yang harus di dukung dengan alat bukti lain untuk 
menambah keyakinan. 
Sehingga apabila berpedoman pada kedua pendapat tersebut 
mempunyai keabsahan pembuktian formil dan materil pembuktian 
keluar tidak menerangkan kebenaran dari isi dokumen elektronik 
atas suatu perkara yang di jatuhkan kepada hakim dengan 
menggunakan whatsApp sebagai barang bukti. Setiap perbuatan 
harus menjamin kepastian hukumnya tidak terkecuali dokumen 
elektronik perlu di lakukan interprestasi atau penafsiran ketentuan 
peraturan yang sudah ada  
UU ITE melarang perbuatan – perbuatan sebagaimana yang telah 
di atur dalam ketentuan jika terjadi penyalahgunaan teknologi 
informasi terkhusus dokumen elektronik yang merugikan pihak 
lain dapat di gugat atau dituntut secara keperdataan maupun 
kepidanaan sebagaimana di tentukan dalam Pasal 38 sampai Pasal 








B. Kendala alat bukti elektronik dalam perkara perdata 
 Data yang digunakan sebagai alat bukti elektronik memiliki kelemahan 
dari segi pembuktian karena yang sifatnya tidak nyata itu sangat mudah 
untuk diubah dipalsukan oleh para pihak yang bukan berwenang 
membuatnya tetapi mengambil alasan sebagai para pihak yang sebenarnya. 
sebagai alat bukti yang belum dijalankan kebijakannya maka dalam sistem 
hukum yang  dalam kebenaran data tersebut juga sangat mudah untuk 
berganti serta dikirim ke berbagai media dalam waktu yang singkat 
menjadikan pengaruh yang akan timbul dengan tepat. 
Bukti yang dihadirkan dihadapan persidangan harus terjamin 
kelengkapannya, maka jika ingin menjamin seharusnya dengan 
pemeriksaan yang sesuai prosedur yang ada dalam aturan. 
Jika tersebut telah mendapat pemeriksaan yang sesuai  dengan prosedur 
yang tepat , artinya jika tidak terjadi perubahan atas bukti integritas bukti 
elektronik tersebut masih dapat terjaga maka akan memiliki nilai yang 
tepat dalam persidangan. 
Namun saat ini dalam proses pemeriksaan dengan menggunakan bukti 
elektronik masih belum digunakan dalam prosesnya.  
Karena dalam praktiknya tata cara akan prooses pemeriksaan bukti yang 
diserahkan kepada lembaga untuk memeriksa bukti elektronik tersebut..40 
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Maka Bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan haruslah 
terjamin integritasnya. Salah satu yang dapat menjamin adalah bukti 
elektronik itu telah diperiksa dengan prosedur yang benar. Apabila bukti 
elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar, maka dapat 
disimpulkan tidak terjadi perubahan atas bukti ntegritas bukti elektronik 
tersebut masih terjaga sehingga memiliki nilai pembuktian di persidangan. 
Namun saat ini tidak ada prosedur pemeriksaan bukti elektronik yang 
berlaku secara umum di Indonesia. Praktiknya,prosedur pemeriksaan bukti 
elektronik diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memeriksa 
bukti elektronik tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tidak samanya 
prosedur yang dimiliki oleh setiap lembaga. Selain itu, hal tersebut dapat 
menyulitkan Hakim dalam melihat apakah sebuah bukti elektronik telah 
diperiksa dengan prosedur yang tepat sehingga memiliki nilai pembuktian. 
Saat ini, tidak terdapat aturan mengenai bagaimana cara menampilkan 
bukti elektronik di persidangan. Pada praktiknya, bukti elektronik 
ditampilkan dengan cara yang berbeda-beda, seperti menghadirkan hasil 
cetaknya,sampai menghadirkan perangkat pembawa bukti elektronik 









Dalam praktik  pembuktian di persidangan seperti terdapat beberapa 
kendala dalam penerapan alat-alat bukti Elektronik di Lingkungan Peradilan 
adalah :  
 Autentikasi alat bukti elektonik  
 Cara Penyerahan alat bukti elektronik 
 Cara memperlihatkan alat bukti elektronik  
 Biaya yang cukup mahal  
 Butuh waktu lama untuk proses alat bukti elektronik  
Pengaturan alat bukti elektronik baru diatur pada hukum materiil.  
Di antara cara pembedaan hukum adalah pembedaan hukum substantive 
(materiil, substantive law) dan hukum acara (formal, adjective law, 
procedural law). Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacarakan 
mendefinisikan Hukum Substantif sebagai hukum yang merumuskan hak-
hak serta kewajiban subjek hukum, sedangkan Hukum Acara adalah 
hukum yang memberikan pedoman bagaimana menegakkan atau 
mempertahankan hukum dalam praktik peradilan. 
Karenanya melalui perubahan hukum diharapkan dapat terjadi perubahan 
dalam sistem pembuktian, dari yang semula bersifat tertutup menjadi 
sistem pembuktian terbuka dengan pembatasan sebagaimana ditentukan 
oleh undang-undang itu sendiri, dengan dicantumkannya pengaturan 
secara tegas terhadap alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata 
yang baru, diharapkan hakim dapat memeriksa perkara (yang 





Namun masih dalam sebuah  pertimbangan dalam status bukti yang 
dikeluarkan sebab bukan sebuah putusan yang sebenarnya didalam sistem 
pengadilan, hanya berpatokan pada perangkat atau yang digunakan bukan 
dari isi data yang diperlihatkan maka ketidakjelasan ini menjadikan 
permasalahan karena aturan yang ada. 
Dengan adanya sebuah Penerapan Peradilan Elektronik sangat membantu 
bagi masyarakat umun ataupun aparatur Negara supaya terwujudnya 
Pembaruan Peradilan adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern 
dengan berbasis teknologi informasi yang tersusun untuk mewujudkan 
Modernisasi Manajemen Perkara dari Pelaporan Perkara berbasis 
Elektronik, sehingga Pengadilan Online atas kehadirannya di harapkan 
dapat menampung keluh kesah masyarakat yang sebelumnya terjadi. 
Maka dalam aturan seharusnya memiliki satu pasal saja yang akan 
digunakan dalam mengambil sebuah keputusan agar nantinya dalam 












Sebab kekuatan bukti harusnya dapat dipahami serta bukti tersebut yang 
seharusnya dapat  mengikat bagi para pihak dalam urusan tersebut serta 
dapat  menerangkan suatu keadaan maka perlunya penegasan dalam proses 
agar dapat memperoleh kepastian hukum dari putusan yang diperlihatkan 
untuk dijadikan pedoman. 
Serta kemudian menjatuhkan putusan dengan kepastian dan keadilan agar 
memberikan rasa aman bagi masyarakat yang terkena masalah dengan 
proses pembuktian dengan alat elektronik. 
Untuk memberikan respons yang tepat sekalipun tidak dapat mengikuti 
sesuai kecepatan perkembangan Artinya hukum itu untuk manusia namun 
jika hukum sudah tidak sesuai dengan tatanan , maka bukan manusia yang 
harus  memaksakan untuk nantinya menyesuaikan namun hukum itulah 
















Dengan demikian  tidak ada lagi sudut pandang yang berbeda serta tidak 
ada lagi batasan terhadap alat bukti yang digunakan atas adanya perubahan 
perkembangan dan juga hukum yang ada.
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BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan  
 Bahwa Teknologi yang semakin canggih seperti komunikasi dan transaksi 
semakin mudah karena adanya fasilitas internet ataupun digital sehingga 
menjadikan perubahan dalam sistem hukum maupun pembuktian dengan 
alat bukti elektronik yang menciptakan nilai-nilai yang baru, maka pada 
saat ini kekuatan pembuktian secara elektronik yang telah di atur pada 
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No 19 Tahun 
2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik , namun hakim pada 
pemeriksaan perkara perdata juga masih berpedoman pada hukum acara 
perdata atau Herzien Inlandsch Reglement (HIR). 
 Kemajuan teknologi berpengaruh pada pembuktian dalam perkara perdata 
sebagai dasar menjatuhkan putusan di pengadilan serta agar memiliki rasa 
keadilan dan mempertahankan nilai-nilai yang baru maka hakim dapat 









1. Bagi Pemerintah ataupun Aparatur Negara didalam persidangan bukti 
yang digunakan bukanlah bukti asli namun hasil salinan dalam bentuk 
elektronik maka dari itu  Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum serta 
mekanisme yang digunakan dengan alat-alat yang memadai untuk 
memindai data sebagai alat bukti elektronik yang sah. 
Dalam proses persidangan perlunya tata cara perolehan data dan 
pemeriksan bukti elektronik maka di perlukannya seorang ahli digital 
forensik untuk memudahkan berjalannya pembuktian elektronik. 
2. Bagi Masyarakat  Penggunaan teknologi sangatlah mudah untuk dunia 
bisnis maupun masyarakat umum akan tetapi kemudahan tersebut yang 
menimbulkan perbuatan melawan hukum maka perlunya pemerintah 
atau aparat hukum mensosialisasikan penggunaan teknologi agar tidak 
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